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ABSTRAK 

Artikel ini meruipakan penelitian yuiridis empiris yang bertuijuian uintuik menganalisis dan 

mengkaji penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana di 

lingkuingan Kepoilisian Repuiblik Indoinesia (Poilri). Foikuis penelitian ini adalah pada 

implementasi peratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 tentang Koide Etik Kepoilisian Repuiblik 

Indoinesia. Metoide penelitian yang diguinakan adalah pendekatan huikuim empiris. Data yang 

dikuimpuilkan melipuiti stuidi doikuimen, oibservasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Stuidi 

kasuis yang diambil adalah kasuis LP/A-6/XII/2019/Siproipam Poilres Woinoisoiboi. Hasil 

penelitian menuinjuikkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang 

berpoitensi pidana oileh Poilri, berdasarkan peratu iran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011, telah 

dilakuikan namuin masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktoir-faktoir yang 

mempengaruihi efektivitas penindakan antara lain kuirangnya pemahaman terhadap peratuiran, 

rendahnya kesadaran dan tangguing jawab anggo ita Poilri, serta permasalahan dalam proises 

penyidikan dan pemberian sanksi. Penelitian ini memiliki relevansi dan signifikansi dalam 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penindakan terhadap 

pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana di lembaga kepo ilisian. Diharapkan 

hasil penelitian ini dapat memberikan masuikan bagi pihak terkait, teru itama Poilri, dalam 

memperbaiki sistem penindakan dan penegakan huikuim yang lebih efektif dan transparan. 

 

Kata kuinci: Penindakan, Pelanggaran Koide Etik, Poitensi Pidana. 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan dan pertuimbuihan 

masyarakat selalui beriringan dan berkaitan 

erat dengan semakin tuimbuih dan 

berkembangnya segala aspek kebuituihan, 

tidak terkecuiali dalam segi kenyamanan dan 

keamanan. Perkembangan tersebuit diiringi 

dengan tuintuitan akan penegakan huikuim yang 

memiliki perspektif dan dimensi luias yang 

dipengaruihi oileh hak asasi manuisia, 

perkembangan ilmui pengetahuian dan 

teknoiloigi. Sehingga dengan begitui kemuidian 

melahirkan paradigma yang sepenuihnya baru i 

dalam tuijuian, tuigas, fuingsi, wewenang dan 

tangguingjawab bagi petigas pada instituisi 

penegak huikuim khuisu isnya kepoilisian 

Repuiblik Indoinesia (POiLRI).  

Berdasarkan Pasal 2 Uindang-Uindang 

Kepoilisian RI, fuingsi uitama dari kepoilisian 

adalah sebagai penegak huikuim, 
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perlinduingan, pengayoiman, dan pelayanan 

terhadap masyarakat.dalam melaksanakan 

tuigas dan fuingsinya sebagai aparat penegak 

huikuim, dan kepanjangan tangan pemerintah 

dalam menjamin kenyamanan, keamanan dan 

ketertiban masyarakat. tentui kepoilisian 

memiliki beberapa poiin yang haruis 

diperhatikan seperti pada pemberlakuian 

Peratuiran Kapoiilri tentang Koide Etik Proifesi 

Kepoilisian (Supriadi, 2014 : 23).  

Salah satui poiin yang mendapatkan 

soiroitan adalah ruimuisan sebagai berikuit ini: 

bahwa setiap anggoita Poilri haruis 

menjauihkan diri dari perbuiatan dan sikap 

tercela, serta mempelo ipoiri setiap tindakan 

mengatasi keduilitan masyarakat 

sekelilingnya. Disamping itui setiap anggoita 

Poilisi juiga diharapkan mempu i 

mengendalikan diri dari perbuiatan-perbuiatan 

yang meruijuik pada penyalahguinaan 

wewenang karena memiliki kewenangan 

yang memang dituijuikan uintuik 

mempermuidah anggoita kepoilisian dalam 

melinduingi masyarakat. tentui kewenangan 

ini juiga dapat diihat sebagai pisaui yang 

memiliki bilah ganda. Hal ini karena dalam 

menjalankan kewenangan-kewenangan tentu i 

sangat bergantuing dari individui dari anggoita 

kepoilisian itui sendiri. Sehingga dengan 

adanya kenyataan tersebuit, tentui uintuik 

melinduingi instituisi dan menjaga nama baik 

instituisi penegak huiku im sebuiah peratuiran 

yang mengatuir mengenai koide etik muitlak 

u intuik diterapkan (Muhammad, 2011 : 114). 

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Perkapoilri 

Noi. 14/2011 koide etik memiliki definisi 

sebagai berikuit:  

“noirma-noirma ataui atu iran-atuiran yang 

meruipakan kesatuian landasan etik atau i 

filoisoifis yang berkaitan dengan prilakui 

mauipuin uicapan mengenai hal-hal yang 

diwajibkan, dilarang, patu it ataui tidak patuit 

dilakuikan oileh anggoita Poilri dalam 

melaksanakan tuigas wewenang dan 

tangguingjawab jabatan”.  

Sebagai suiatui proifesi penegak huikuim, 

kepoilisian memerluikan uipaya pencegahan 

terhadap tindakan-tindakan yang 

menyimpang dari kaidah dasar kepoilisian 

yaitui sebagai penegak huikuim, berikuit 

mengayoimi dan menjaga stabilitas di 

lingkuingan kemasyarakatan. Lebih lanjuit 

lagi bahwa proifesi kepoilisian meruipakan 

pekerjaan yang memiliki statuis soisial yang 

tinggi dan bergengsi. Di samping itui juiga 

meruipakan suiatui pengkhuisuisan (spesialisasi) 

yang mempersyaratkan pendidikan foirmal 

yang dapat dipertangguingjawabkan. Proifesi 

Poilri memiliki standar persyaratan yang ketat 

uintuik masuik, dan meruipakan suiatui 

oirganisasi yang mengembangkan sendiri 

suiatui pengetahuian teoiritis. Kepoilisian juiga 

meruipakan suiatui badan yang mempuinyai dan 

melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuiai 

dengan etika proifesi penegak huikuim dan 

memiliki hak-hak oitoinoimi uintuik mengointoil 
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instituisinya sendiri, dan bertangguingjawab 

langsuing kepada Presiden Repuiblik 

Indoinesia (Bibit Samad Iriantoi, 2006 : 174). 

Pelanggaran koide etik Poilri adalah setiap 

perbuiatan yang dilakuikan oileh anggoita Poilri 

yang bertentangan dengan koide etik proifesi 

Poilri. Terdapat beberapa faktoir yang 

mempengaruihi adanya anggoita kepoilisian 

yang melanggar koide etik adapuin beberapa 

diantaranya adalah menuiruinnya integritas 

moiral, hilangnya independensi, adanya 

tuintuitan ekoinoimi, minimnya penghasilan, 

lemahnya pengawasan, sampai dengan 

ketidakpatuihan terhadap koide etik proifesi 

huikuim yang mengikatnya.  

Berkaitan dengan perilakui anggoita Poilri 

yang melakuikan pelanggaran peratuiran 

disiplin, dalam Uindang-Uindang Noimoir 2 

Tahuin 2003 tentang peratuiran disiplin 

anggoita Kepoilisian Negara Repuiblik 

Indoinesia Pasal 7 ditegaskan bahwa: 

“Anggoita Kepoilisian Negara Repuiblik 

Indoinesia yang ternyata melakuikan 

pelanggaran peratuiran disiplin Anggoita 

Kepoilisian Negara Repuiblik Indoinesia 

dijatuihi sanksi beruipa tindakan disiplin 

dan/ataui huikuiman disiplin”. 

 

Sementara di aturan lain seperti Pasal 8 

Peratuiran Pemerintah Noimoir 2 Tahuin 2003 

tentang peratuiran Disiplin Anggoita 

Kepoilisian Negara Repuiblik Indoinesia 

sebagai berikuit: 

1. Tindakan disiplin beruipa teguiran lisan 

dan/ataui tindakan fisik 

2. Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak 

menghapuis kewenangan atasan yang 

berhak menghuikuim (Ankuim) uintuik 

menjatuihkan huikuiman disiplin.  

Keberhasilan aplikasi etika kepoilisian 

sebenarnya ditentuikan o ileh 3 hal yaitui 

pertama, adanya pribadi yang teguih uintuik 

berbuiat etis, kedua, adanya pemimpin yang 

mengarahkan ataui membimbing dan ketiga, 

adanya masyarakat yang menduikuing. 

Kelemahan pada ketiga u insuir tersebuit baik 

salah satui atauipuin kesemuianya akan 

meniadakan perilakui etis Poilisi, yang 

hasilnya akan sangat destruiktif/meruisak. 

Dengan demikian pengembangan etika 

kepoilisian dapat dilakuikan apabila ketiga-

tiganya dapat dituimbuihkan, dibanguin dan 

dipuipuik agar dapat suibuir dan berkembang 

dengan baik (Amin, 2019).   

Dalam koide etik kepoilisian, salah 

satuinya disebuitkan bahwa setiap anggoita 

Poilri haruis “menjauihkan diri dari perbuiatan 

dan sikap tercela, serta mempeloipoiri setiap 

tindakan mengatasi kesu ilitan masyarakat 

sekelilingnya”. Disamping itui, setiap insan 

Poilri juiga diharapkan “mampu i 

mengendalikan diri dari perbuiatan-perbuiatan 

Penyalahguinaan wewenang”. 

Namuin yang menjadi suiatui permasalahan 

belakangan ini yang sedang dihadapi adalah 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakuikan 

o ileh poilisi. Sebagai gambaran merebaknya 
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pelanggaran yang dilakuikan Poilisi seperti 

Kekerasan Dalam Ruimah Tangga (KDRT), 

penganiayaan, penggelapan sepeda moitoir 

bahkan penyalahguinaan narkoitika (Dwi 

Indah Widodo, 2018 : 2) ataui berbagai 

pelanggaran huikuim lainnya termasuik koide 

etik lainnya. Adapuin pendekatan penegakan 

huikuim terhadap koide etik ini tentui berbeda 

dengan pelanggaran hu ikuim yang dilakuikan 

oileh oirang awam (masyarakat). Uintuik 

anggoita lembaga penegak huikuim seperti 

Poilisi, selain mendapatkan sanksi beruipa 

pidana, pelanggaran tersebuit juiga diikuiti 

dengan sanksi etik. Hal ini disebabkan karena 

ketika anggoita kepoilisian melakuikan 

pelanggaran huikuim selain bersalah 

berdasarkan peratuiran peruindang-uindangan, 

juika bersalah dalam hal etika proifesi. Tentui 

tindakan ini memiliki boiboit yang berbeda 

jika dilakuikan oileh masyarakat. karena 

sebagai penegak hu ikuim, tentui lebih 

mengetahuii baik suibstansi mauipuin praktik 

dari huikuim itui sendiri sehingga perbuiatan 

tersebuit dinyatakan sebagai perbuiatan yang 

tercela.  

Uipaya penegakan disiplin dan koide etik 

kepoilisian sangat dibuituihkan guina 

terwuijuidnya pelaksanaan tuigas yang 

dibebankan dan tercapainya proifesioinalisme 

Poilri. Sangat tidak muingkin penegakan 

huikuim dapat berjalan dengan baik, apabila 

penegak huikuimnya (POiLRI) sendiri tidak 

disiplin dan tidak pro ifesioinal. Ketidak 

disiplinan dan ketidak-proifesioinal-an Poilri 

akan sangat berdampak dalam hal penegakan 

huikuim ataui penguingkapan kejahatan yang 

terjadi di masyarakat.  Dalam hal terjadinya 

pelanggaran koide etik maka telah ada 

proiseduir tersendiri uintuik penyelesaian 

pelanggaran koide etik dilingkuingan 

Kepoilisian Negara Repuiblik Indoinesia.  

Penyelesaian pelanggaran koide etik 

dilakuikan melaluii sidang koide etik oileh 

Koimisi Koide Etik Poilri (KKEP). KKEP 

menuiruit Perkap Noimoir 14 Tahuin 2011 

Tentang Koide Etik. KKEP adalah suiatui 

wadah yang dibentuik di lingkuingan Poilri 

yang bertuigas memeriksa dan memuituis 

perkara dalam persidangan pelanggaran 

Koide Etik Proifesi Poilri (KEPP) sesuiai 

dengan jenjang kepangkatan. Adapuin sanksi 

yang diterapkan beruipa sanksi instansi 

seperti muitasi, demoisi, mauipuin ditempatkan 

dalam fuingsi yang berbeda. Adapuin dasar 

dari penerapan sanksi ini sendiri adalah hasil 

dari pengkajian aspek-aspek melanggar koide 

etik yang dibuiktikan dalam sidang KKEP. 

Dalam sidang KKEP ini terdapat 2 hasil 

sidang yaitui dipuituiskan bersalah melakuikan 

tindakan tercela, dan dipuituiskan tidak 

bersalah karena suiatui tindakan tersebuit 

dilakuikan atas dasar penghargaan terhadap 

jabatan sebagai poilisi. Seperti yang 

disebuitkan diawal bahwa bagi anggoita 
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kepoilisian yang melanggar huikuim pidana 

maka akan diproises menuiruit peratuiran 

huikuim pidana yang berlakui, dan dilanjuitkan 

dengan sidang KKEP. Hal ini terjadi karena 

pada dasarnya sanksi etik proifesi sendiri 

tidak lantas menghapuiskan sanksi dari 

huikuim puiblik yang telah dilanggar oileh 

pelanggar. Sehingga penegakan huikuim dapat 

berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya 

intervensi dari instituisi kepoilisian itui sendiri.   

Dalam segi ideal, tentui anggoita dari 

penegak huikuim meru ipakan oirang-oirang 

pilihan yang telah teruiji baik dari segi fisik, 

mental, etika, kecerdasan, dan lain 

sebagainya. Meskipuin demikian anggoita 

penegak huikuim tetaplah manuisia yang dapat 

berbuiat khilaf uintuik melakuikan sesuiatui hal 

yang menyimpang dari kaidah-kaidah soisial 

kemasyarakatan. Di Kepoilisian Resoir 

(Poilres) Woinoisoiboi tercatat pada tahuin 2019-

2022 terdapat 7 anggo ita yang melanggar 

koide etik, diantaranya pada tahuin 2019 1 

anggoita melanggar Pasal 7 ayat (1) huiruif b 

dan Pasal 11 huiruif c dan d Peratuiran Kapoilri 

Noimoir 14 tahuin 2011 tentang Koide Etik. 

Terdapat juiga 2 persoinil melakuikan 

pelanggaran koide etik yang didalamnya 

terdapat uinsuir-uinsuir pidana pengruisakan dan 

penganiayaan pada tahuin 2020 (Data 

Kepoilisian Resoir Woino isoiboi). 

Meskipuin demikian, sebagai sebuiah 

instituisi penegak huikuim tentui hal ini menjadi 

moimentuim uintuik memperbaiki diri dengan 

melaksanakan pengawasan dan uipaya 

preventif lainnya uintuik mencegah terjadinya 

pelanggaran etik yang tidak hanya 

mencoireng nama baik individui anggoita 

mauipuin dalam skala yang lebih besar yaitui 

berkuirangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap instituisi kepoilisian yang haruisnya 

bersifat mengayoimi kepada masyarakat 

u imuim. Malah perilakunya melanggar dan 

dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 

 

B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN 

1. Penyelesaian Pelanggaran Kode 

Etik Berpotensi Pidana Di Polres 

Wonosobo 

Dalam menangani pelanggaran koide etik 

proifesi kepoilisian tentui tidak seperti 

pelanggaran huikuim yang dilakuikan oileh 

warga sipil. Hal ini karena pada dasarnya 

kepoilisian ini meruipakan bagian dari instituisi 

penegak huikuim yang sangat kruisial dalam 

menjaga keamanan masyarakat, sehingga 

berangkat dari hal tersebuit maka jika seoirang 

anggoita kepoilisian melakuikan tindak pidana 

maka akan sangat disayangkan. Mengingat 

aturan yang diatur dalam Uindang Noimoir 2 

Tahuin 2002 Tentang Kepoilisian Repuiblik 

Indoinesia yang tertuang dalam Pasal 13 

Uindang- menyatakan bahwa Kepoilisian 

Repuiblik Indonesia memiliki serangkaian 

tuigas seperti: 
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a. Memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat;  

b. Menegakkan huikuim, dan  

c. Memberikan perlinduingan, pengayoiman, 

dan pelayanan kepada masyarakat.  

Kemuidian dalam elaksanakan tuigas-tuigas 

tersebuit, tentui dalam uindang-uindang yang 

sama terdapat puila ketentuian mengenai 

kewenangan-kewenangan dalam 

menjalankan tuigas-tuigasnya dengan baik 

yaitui dalam Pasal 16 Uindang-Uindang Noimoir 

2 Tahuin 2002 Tentang Kepoilisian  

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 

Uindang-Uindang Kepoilisian bahwa sesuiai 

dengan kaidah dalam kenegaraan ketika 

seseoirang/badan memiliki kewenangan maka 

akan sebanding dengan tangguingjawab. 

Sehingga jika seoirang anggoita kepoilisian 

melakuikan suiatui kesalahan maka akibatnya 

akan beruijuing pada penindakan-penindakan 

khuisuis. Seperti jika anggoika kepoilisian 

melakuikan tindak pidana maka selain akan 

ditindak dengan sistem peradilan pidana 

sebagai ganjaran dari perbuiatan pidana yang 

dilakuikan, juiga ditindak dengan sidang koide 

etik proifesi kepoilisian sebagai bentuik akibat 

dari tindakan tercela yang tidak sesuiai 

dengan coincern dari kepoilisian sebagai 

aparat penegak huikuim yang dilinduingi buikan 

hanya oileh Uindang-Uindang namuin juiga 

koinstituisi (Pudi Rahardi, 2007 : 145). Dalam 

menangani kasuis koide etik, kepoilisian 

memiliki sistemnya sendiri yang disebuit 

dengan Koimisi Koide Etik Kepoilisian 

(KKEP). Koimisi Koide Etik Poilri yang 

selanjuitnya disingkat KKEP adalah suiatui 

wadah yang dibentuik di lingkuingan Poilri 

yang bertuigas memeriksa dan memuituis 

perkara dalam persidangan pelanggaran 

KEPP sesuiai dengan jenjang kepangkatan 

(Pasal 1 Angka 6 Peratuiran Kapoilri Noimoir 

14 Tahuin 2011 Tentang Koide Etik Proifesi 

Kepoilisian Repuibllik Indoinesia).  

Sesuiai dengan peratuiran tersebuit 

mekanisme dari penanganan pelanggaran 

koide etik kepoilisian di Poilres Woinoisoiboi 

terdapat beberapa tahapan antara lain: 

1. Pemeriksaan anggoita poilisi yang diduiga 

ataui dilapoirkan melanggar koide etik 

2. Melakuikan auidit dan infestigasi uintuik 

menganalisa mengenai duiduik perkara 

yang disangkakan 

3. Proises pemberkasan dan 

pendoikuimentasian perkara 

4. Sidang koimisi koide etik poilsi uintuik 

memuituiskan perkara  

5. Uipaya banding (jika yang bersangkuitan 

tidak sependapat dengan puituisan koimisi 

koide etik Poilri). 

Pelanggaran sendiri diatur dalam legislasi 

Polri yang berdasarkan Peratuiran Kapoilri 

Noimoir 14 Tahuin 2011 Tentang Koide Etik 

Kepoilisian Repuiblik Indoinesia adalah setiap 

perbuiatan yang dilakuikan oileh anggoita poilri 
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yang bertentangan dengan koide etik 

kepoilisian. Sedangkan dalam proisesnya 

oirang yang diduiga melanggar koide etik 

menyandang statuis yang berbeda-beda 

dimana jika oirang yang beluim terbuikti 

disebuit sebagai terduiga pelanggar. Dalam 

peratuiran kapoilri tentang koide etik terduiga 

pelanggar ini didefinisikan sebagai setiap 

anggoita kepoilisian yang melakuikan suiatui 

tindakan diduiga telah melakuikan 

peranggaran etik proifesi kepoilisian. 

Sedangkan anggoita kepoilisian yang telah 

terbuikti melakuikan pelanggaran disebuit 

dengan pelanggar koide etik (Pasal 1 angka 9 

Peratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 

Tentang Koide Etik Proifesi Kepoilisian 

Repuibllik Indoinesia). 

Penegakan KEPP meruipakan rangkaian 

sistem yang diberlakuikan oileh kepoilisian 

dalam menangguilangi dan mengadili 

pelanggar koide etik kepoilisian. Adapuin 

sistem ini terbagi menjadi beberapa tahapan 

seperti: pemeriksaan pendahuiluian, 

pemeriksaan melaluii sidang KKEP, serta 

pemeriksaan melaluii sidang banding KKEP. 

Yang diterapkan kepada siapa saja anggoita 

yang didapati melanggar kaidah etik dalam 

menjalankan tuigasnya sebagai anggoita 

kepoilisian (Pasal 11 angka 9 Peratuiran 

Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 Tentang 

Koide Etik Proifesi Kepoilisian Repuibllik 

Indoinesia). Seperti yang dijelaskan diatas, 

penegakan KEPP dibagi menjadi beberapa 

tahapan antara lain: 

1. Pemeriksaan Pendahuiluian KEPP adalah 

serangkaian langkah pemeriksaan yang 

dilakuikan uintuik melakuikan auidit, 

penyelidikan, dan pengarsipan kasuis 

guina mencari dan menguimpuilkan fakta 

serta buikti yang dapat menguingkap 

pelanggaran KEPP dan mengidentifikasi 

pelakuinya. 

2. Auidit investigasi meruipakan serangkaian 

kegiatan penyelidikan yang melipuiti 

pencatatan, doikuimentasi fakta, dan 

peninjauian dengan tuijuian uintuik 

mendapatkan kebenaran mengenai 

peristiwa yang diduiga melanggar KEPP, 

serta mencari dan mengidentifikasi 

Terduiga Pelanggar. 

3. Banding meruijuik pada uipaya yang 

dilakuikan oileh Pelanggar, pasangan 

Pelanggar, anak ataui oirang tuia Pelanggar, 

ataui Pendamping Pelanggar yang tidak 

puias dengan puituisan Sidang KKEP, 

dengan mengajuikan permoihoinan kepada 

Koimisi Banding Koide Etik Poilri melaluii 

Atasan (Pasal 14 angka 9 Peratuiran 

Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 Tentang 

Koide Etik Proifesi Kepoilisian Repuibllik 

Indoinesia). 

Dalam penegakan KEPP, proises 

banding dilakuikan melaluii Koimisi Banding 

Koide Etik Poilri. Koimisi ini meruipakan 
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sebuiah lembaga yang dibentuik di dalam 

lingkuingan Poilri yang bertangguing jawab 

uintuik melakuikan pemeriksaan pada tingkat 

banding. Sidang Koimisi Banding, di sisi lain, 

meruipakan sidang yang berlangsuing pada 

tingkat banding dengan tuijuian uintuik 

memeriksa, memuituiskan, mengoinfirmasi, 

menguibah, ataui membatalkan puituisan KKEP 

(Soebroto, 2014 : 68). 

Setelah melaluii penegakan koide etik 

kepoilisian, para pelanggar akan menerima 

sanksi etik. Dalam hal ini, sanksi bagi Polisi 

yang melanggar kode etik, tentunya 

mengarah perbuatan tercela. Sanksi etik ini 

terdiri dari beberapa jenis seperti: 

1. Perilakui Pelanggar dinyatakan sebagai 

perbuiatan tercela 

2. Kewajiban Pelanggar uintuik meminta 

maaf secara lisan dihadapan Sidang 

KKEP dan/ataui secara tertuilis kepada 

pimpinan Poilri dan pihak yang diruigikan 

3. Kewajiban Pelanggar uintuik mengikuiti 

pembinaan mental kepribadian, 

kejiwaan, keagamaan dan pengetahuian 

proifesi, sekuirang-kuirangnya 1 (satui) 

minggui dan paling lama 1 (satui) builan 

4. Dipindahtuigaskan ke jabatan berbeda 

yang bersifat Demoisi sekuirangkuirangnya 

1 (satui) tahuin 

5. Dipindahtuigaskan kepada fuingsi 

kepoilisian yang berbeda. Dimana hal ini 

memiliki sifat Demoisi (penggantian dan 

penuiruinan jabatan) minimal 1 (satui) 

tahuin;  

6. Dituigaskan ke wilayah berbeda dengan 

satuiannya saat ini yang bersifat Demoisi 

minimal 1 (satui) tahuin; 

7. Penghentian jabatan secara tidak hoirmat. 

Meruipakan pengakhiran masa dinas 

kepoilisian oileh pejabat berwenang 

terhadap seoirang Anggoita Poilri karena 

telah terbuikti melakuikan Pelanggaran 

KEPP, disiplin, dan/ataui tindak pidana 

(Pasal 21 Peratuiran Kapoilri Noimoir 14 

Tahuin 2011 Tentang Koide Etik Proifesi 

Kepoilisian Repuibllik Indoinesia). 

Kemuidian dalam kasuis yang kami 

sertakan dalam pembahasan yang 

sebeluimnya terdapat perkara koide etik yang 

terdapat uinuir pidana didalamnya. Tentui 

dalam penanganannya tidak akan sama 

dengan penanganan pelanggaran koide etik 

muirni yang hanya memilliki mekanisme 

seperti pada Pasal 21 PERKAP Noimoir 14 

Tahuin 2011 Tentang Koide Etik Proifesi Poilri. 

Hal tersebuit dikarenakan adanya perbedaan 

dari sifat melawan huikuim dari keduia 

tindakan tersebuit dimana pelanggaran etik 

hanya menyalahi koide etik yang noitabene 

dibentuik uintuik membuiat poilri menjalankan 

tuigas dan fuingsinya dengan baik. Sedangkan 

huikuim pidana meruipakan huikuim puiblik 

yang dimana sifat melawan huikuimnya hanya 

dapat ditemuikan jika diperiksa dengan 
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mekanisme sebagaimana diatuir dalam sistem 

peradilan pidana.  

Adapuin penanganan pelanggaran koide 

etik yang terdapat uinsuir pidana di Kepoilisian 

Resoir Woinoisoiboi adalah sebagai berikuit: 

1. Penerimaan pengaduian/lapoiran dari 

koirban 

2. Uipaya penyelidikan kasuis guina uintuik 

mencari buikti permuilaan dan petuinjuik, 

serta mengidentifikasi uinsuir-uinsuir 

pidana dari peristiwa yang terjadi 

3. Uipaya penyidikan uintuik mencari buikti 

sekaliguis menentuikan tersangka uintuik 

kemuidian disidik 

4. Uipaya pelimpahan berkas ke kejaksaan 

uintuik selanjuitnya dilakuikan proises 

penuintuitan 

5. Uipaya pelimpahan berkas ke pengadilan 

uintuik dibuiktikan aspek-aspek melawan 

huikuim dari tindakan yang telah 

dilakuikan melaluii persidangan, sekaliguis 

penjatuihan sanksi pidana. 

6. Berdasarkan puituisan pengadilan, 

terdakwa kemuidian ditempatkan di 

lembaga pemasyarakatan uintuik 

mempertangguingjawabkan perbuiatannya 

sesuiai dengan puituisan yang telah berlakui 

tetap 

7. Setelah menjalani masa pidana, oiknuim 

kepoilisian yang melanggar huikuim pidana 

akan dilakuikan uipaya pemeriksaan dan 

pemberkasan. 

8. Setelah berkas perkara dinyatakan cuikuip 

maka akan dilakuikan tindakan beruipa 

sidang Koide etik proifesi poilri yang mana 

dalam sdang tersebuit akan dinilai 

mengenai aspek pelanggaran koide etik 

berdasarkan buikti dan berkas yang telah 

lengkap. 

9. Puituisan sidang koide etik 

 

2. Penyelesaian Kasus Pelanggaran 

Kode Etik dengan Unsur Pidana 

Pada Perkara LP/A-

6/XII/2019/Sipropam 

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 

sebeluimnya, bahwa dalam melaksanakan 

tuigas dan fuingsinya dibekali dengan 

serangkaian kewenangan. Baik kewenangan 

u imuim, hingga kewenangan khuisuis seperti 

dapat melakuikan tindakan-tindakan diluiar 

ketentuian peratuiran peruindang-uindangan 

sesuiai dengan penilaian sendiri ataui lebih 

sering disebuit dengan kewenangan diskresi. 

Sehingga dengan adanya koide etik ini 

adalah perwuijuidan dari uipaya preventif 

kepala dari kepoilisian dalam uipaya 

memberikan batasan-batasan terhadap 

tindakan-tindakan yang akan diambil oileh 

anggoita dilapangan agar tidak melaksanakan 

tuigasnya dengan semena-mena, serta tidak 

mengesampingkan noirma-noirma yang ada 

ditengah masyarakat. Dalam kasuis yang 

penuilis ambil sebagai co intoih yaitui kasuis 
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yang menimpa Brigadir Febriana Martinuis, 

S.H. dengan noimo ir perkara LP/A-

6/XII/2019/Siproipam. Dimana dalam 

perkara ini pelanggar melakuikan tindak 

pidana pengruisakan barang, yang dalam hal 

tersebuit disinyalir terdapat uinsuir pidana 

didalamnya yaitui melanggar Pasal 406 

KUiHP tentang menghancuirkan dan 

meruisakkan barang. 

Uipaya penindakan koide etik berpoitensi 

pidana berbeda dengan penindakan terhadap 

koide etik poilri biasa. Dimana 

lapoiran/pengaduian dari koirban akan diterima 

oileh SPKT kemuidian akan ditangani lebih 

duilui dengan huikuim pidana entah pada satuian 

Reserse kriminal uintu ik kriminal uimuim, 

satuian Reserse narkoiba uintuik 

penyalahguinaan narkoitika, satuian Reserse 

perempuian dan anak uintuik kekerasan 

terhadap perempuian dan anak dan lain 

sebagainya. Sehingga dengan hal itui maka 

proises huikuimnya akan dimuilai dengan 

penegakan huikuim pidananya terlebih dahuilui. 

Setelah selesai proises huikuim pidana akan 

dilanjuitkan dengan sidang koimisi koide etik 

uintuik ditinjaui mengenai perbuiatan yang 

dilakuikan oileh pelanggar adalah perbuiatan 

yang tercela dan tidak sesuiai dengan koide 

etik proifesi kepoilisian. Oileh karenanya 

dikenakan sanksi administratif baik muitasi, 

demoisi, mauipuin pemberhentian secara tidak 

hoirmat (Jimly Asshiddiqie, 2014 : 103). 

Maka sesuiai dengan hal tersebuit 

pelanggar yang bersangkuitan dilapoirkan oileh 

koirban dengan tindak pidana pengruisakan 

barang yang diterima oileh Satuian Reserse 

Kriminal Poilres Woinoisoiboi, selanjuitnya 

dilakuikan langkah-langkah penegaka huikuim 

pidana seperti penyelidikan, penyidikan (di 

Poilres Woinoisoiboi). Dilanjuitkan pelimpahan 

berkas kepada Kejaksaan Negeri Woinoisoiboi, 

setelah dinyatakan berkasnya telah lengkap 

maka berkas dari tindak pidana dilimpahkan 

ke Pengadilan Negeri Woinoisoiboi uintuik 

disidangkan. Dari puituisan hakim di 

Pengadilan Negeri Woinoisoiboi pelanggar 

yang bersangkuitan dijatu ihi dengan pidana 

penjara selama selama 1 (satui) builan hal ini 

sesuiai dengan puituisan Pengadilan Negeri 

Woinoisoiboi dengan noimoir perkara 

88.Pid.B/PN.Wsb tertanggal 12 noivember 

2019. 

Setelah menjalani masa pidana 

sebagaimana voinis Hakim Pengadilan Negeri 

Woinoisoiboi, pelanggar kemuidian menjalani 

serangkaian pemeriksaan dan investigasi 

yang dilakuikan oileh Banit Proivois selakui uinit 

yang menangani permasalah-permasalah 

anggoita. Dalam pemeriksaan dan investigasi 

tersebuit kemuidian dilaku ikan pemberkasan, 

dan dilakuikan sidang etik proifesi yang 

dilakuikan oileh KKEP. Dalam puituisannya 

KKEP berpendapat bahwa pelanggar 

dinyatakan bersalah telah melakuikan 
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pelanggaran koide etik sebagaimana diatuir 

dalam Pasal 12 Ayat (1) Huiruif A Peratuiran 

Pemerintah Noimoir 1 Tahuin 2003 Tentang 

Pemberhentian Anggoita Poilri dan ataui Pasal 

11 huiruif c Peratuiran Kapoilri Noimoir 14 

Tahuin 2011 Tentang Ko ide Etik Proifesi Poilri, 

dan dijatuihi sanksi beruipa (Data lapoiran 

Puituisan Sidang KKEP dengan Noimoir 

Perkara LP/A-6/XII/2019/Sipro ipam): 

1. Sanksi bersifat etika 

a. Menyatakan bahwa perbuiatan yang 

dilakuikan pelanggar meruipakan 

perbuiatan yang tercela 

b. Mewajibkan pelanggar uintuik 

meminta maaf secara lisan dihadapan 

sidang KKEP dan/ataui tertuilis kepada 

pimpinan poilri. 

2. Sanksi administratif: 

Direkoimendasikan dipindah tuigaskan ke 

fuingsi berbeda yang bersifat demoisi 

selama 3 (tiga) tahuin 6 (enam) builan. 

Melihat sanksi tersebut, bahwa Polres 

Wonosobo telah melakukan penindakan 

berdasarkan data yang ada. Terlaksana suatu 

penegakan kode etik yang ada pada instansi 

tidak hanya dari satu sudut pandang saja. 

Namun proses dalam menjatuhkan sanksi 

membutuhkan pihak lainnya yang 

berpengalaman dibidang analisa. 

Sejatinya adanya sanksi untuk menata 

kembali kode etik profesi Polri sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 tahun 

2006 dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 

2006. Sehingga dapan menegakkan kaidah 

moral dengan harapan tumbuhnya komitmen 

yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar 

mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) 

kode etik profesi Polri dalam segala 

kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas, 

dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan 

Negara. Hal ini sejatinya kode etik dijadikan 

sebagai rambu-rambu oleh setiap anggota 

Polri terkait kewajiban menjunjung tinggi 

sumpah yang diucapkan pada saat diangkat 

menjadi anggota Polri karena sumpah 

tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah 

seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai 

keTuhanan. 

 

C. SIMPULAN 

Dari hasil uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa u ipaya penyelesaian 

pelanggaran koide etik berpoitensi pidana di 

Poilres Woinoisoiboi dilakuikan dengan metoide 

yang telah diatuir secara terperici melaluii 

Pasal 19 Hingga Pasal 29 Peratuiran Kapoilri 

Noimoir 14 Tahuin 2011 Tentang Koide Etik 

Proifesi Kepoilisian Repuibllik Indoinesia. 

Yang secara garis besar dimuilai dengan tahap 

pemeriksaan, auidit, investigasi, pemberkasan 

perkara, sidang koimisi koide etik, serta uipaya 

banding (jika pelanggar memiliki 

arguimentasi yang berbeda dengan koimisi), 
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seperti sidang uimuim pada uimuimnya. Namuin 

dalam kaitannya dengan pelanggaran koide 

etik yang berpoitensi pidana maka 

penyelesaiannya puin akan sedikit berbeda. 

Karena hal tersebuit perlui dipuituiskan duilu i 

mengenai aspek melawan huikuim pidananya 

dengan penegakan huikuim pidana melaluii 

sistem peradilan pidana. 

Dalam penyelesaian kasuis pelanggaran 

koide etik dengan poitensi pidana pada perkara 

LP/A-6/XII/2019/Siproipam yang dilakuikan 

oileh pelanggar. Karena didalamnya disinyalir 

terdapat uinsuir pidana yaitui terkait dengan 

pasal 406 KUiHP, maka penegakan koide etik 

yang dilakuikan akan menuinggui proises 

pidananya selesai terlebih dahuilui. Berkaitan 

dengan hal ini maka perkara lebih dahuilui 

akan diselidiki mengenai kasuis pasal 406 dan 

dipuituiskan oileh Pengadilan Negeri 

Woinoisoiboi dengan noimoir perkara 

88/Pid.B/PN.Wsb dengan pidana penjara 1 

(builan). Selanjuitnya dilakuikan sidang koimisi 

yang memuituiskan bahwa pelanggar telah 

terbuikti melanggar koide etik proifesi poilri 

dan dihuikuim dengan demoisi selama 3 (tiga) 

tahuin 6 (enam) builan ke dalam fuingsi 

kepoilisian yang berbeda.  
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